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ABSTRAK 

Eka Putri Qusnul Khotimah/222015035/2019/Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Survai Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitin ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan 

dengan Tujuan penelitian yaitu untuk memenuhi besarnya pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. data yang digunakan data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Metode analisis dan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis dan teknik analisis 

deskriftif dan asosiatifdengan bantuan program stastical program special science (SPSS). 

Hasil analisis menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpangaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian 

intern pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan. 

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survai pada Organisasi Parangkat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan) 
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salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, 
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ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Hj. 
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sampaikan kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, sebagai  

kebutuhan akan akuntabilitas maka pertanggungajawaban  kepada masyarakat 

atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menyangkut 

tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberi informasi atas 

aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban, 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Peraturan  pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintah terdapat karateristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuan. Terdapat empat karateristik yang merupakan 

persyaratan normative agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, 

memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkat, andal, dapat dibandingkan 

dan dapat dipahami.  prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya terdapat 

prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan 

realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran  berlebihan, neraca, 
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laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. Sedangakan dari sisi pemakaian eksternal, laporan 

keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009 :160).  

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai 

terjadinya kombinasi antara keterampilan seseorang (skills), atribut personal 

(personal’s attribute) dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui 

perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi 

melalui alar ukurtertentu. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan kinerja, baik organisasi maupun perorangan (Nyoto, 2019:3). 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau 

individu didalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan 

fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efesien, kompetensi dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja 

sehingga menghasilkan keluaran – keluaran (output) serta hasil-hasil 

(outcomes). (Emilda: 2014) 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang 

dilandasai oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja 

serta penerapannya dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ditempat 

kerja yang mengacu pada persyaratan kerja telah ditetapkan. (Edy, 2015: 203). 
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Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan 

prestasi dapat dimiliki organisasi apabila orgnisasi tersebut memiliki fondasi 

yang kuat, tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi yang 

artinya organisasi harus memiliki kompetensi inti (corecompetency) yang kuat 

sesuai dan sesuai dengan bisnis inti (corebusines). Kompetensi inti merupakan 

komponen pembentuk misi dan budaya organisasi, (Muhamad, 2018:29) 

Peraturan pemerintah  No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern, 

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset manfaat yang diharapkan seperti peningkatan 

kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Sistem pengendalian inten merupakan suatu sistem yang digunakan 

untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menjamin ditaatinya 

kebijakan manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektivitas perusahaan 

(Yuhanis Ladewi, 2017: 39). Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem 

pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas suatu sistem informasi 

akuntansi yaitu struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung 

jawab bagian secara tegas, pembagian tanggung jawab bagian dalam 

organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, 
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praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi, 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Yuhanis Ladewi, 

2017: 41-42). 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I 

tahun 2017, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) menemukan ada 1.137 

ketidakpatuhan dalam pengelolaan finansial negara. BPK menyebut ada tiga 

sektor utama permasalahan yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan 

penyusuan laporan keuangan terhadap undang-undang. Yang paling banyak 

adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja pada 81 K/L yang mencapai angka 43 persen dari 884 kasus yang ada.  

Kedua adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 

dengan detail pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dilakukan oleh 

sebanyak 61 K/L (146 masalah), proses penyusunan laporan tidak sesuai 

ketentuan di 53 K/L (166 masalah), sistem informasi akuntansi dan pelaporan 

tidak memadai di 36 K/L (64 masalah), dan sistem akuntansi dan pelaporan 

belum didukung SDM memadai di 5 K/L dan 5 masalah. 

Ketiga kelemahan struktur pengendalian internal berupa standard 

operating procedure (SOP) belum disusun atau tidak lengkap pada 50 K/L 

(105 masalah), SOP belum berjalan optimal di 30 K/L (45 masalah), satuan 

pengawas internal (SPI) tidak optimal pada 14 K/L (19 masalah), dan tidak 

ada pemisahan fungsi pada 1 K/L de\ngan 1 masalah. ( BPK, 2017) 
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Tabel I.1 

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018 

Keterangan Pemerintah Pusat Pemerintah 
Daerah 

BUMN & Badan 
Lainnya 

Total 

 Jumlah 

Permasal

ahan 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

Permasal

ahan 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

Permasala

han 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

Permasa

lah 

Nilai 

(Rp) 

A. Kelemahan 

Permasalah

an 

998 - 6.662 - 319 - 7.539 - 

B. Ketidak 

patuhan 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan 

1.233 4.855.

825.8

3 

6.558 2.544

963,8

4 

239 2.668.1

84,48 

8.030 10.06

8.974,

15 

C. Temuan 

ketidakhem

atan, 

ketidak 

efesienan, 

dan 

tidakefektif

an 

87 267,2 - - 117 1.490.5

20,41 

204 1.490.

787,6

7 

Total  

(A+B+C) 

2.318 4.856.

093,0

4 

12.78 2.544

963,8

4 

675 4.158.7

04,89 

15.773 11.55

9.761,

77 

 Sumber: Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, 2018 

Komisioner Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan 

setidaknya ada Enam kementerian Negara yang mendapat opini laporan 

keuangan disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini 

dinilai karena kementerian atau lembaga pemerintahan tersebut tidak 

didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Berdasarkan 

ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LPH) BPK atas LKPP 2016, 

kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam, mereka 
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adalah Kementerian Lautan Dan Perikanan, Komisi Nasional, Hak Asasi 

Manusia ( Komnas HAM), Kementeria Pemuda Olahraga, Lembaga Penyiaran 

Public TVRI, Badan Keamanan Laut, Serta Badan Ekonomi Kreatif (Agung 

Firman Sampurna, 2017) 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya Sistem 

Pengendalian Intern Kementerian/ Lembaga dalam pengelolahan  Keuangan. 

BPK menemukan 11 masalah terkait kelemahan Sistem Pengendalian dalam 

pemeriksaan Laporan Keuangan 15 entiras AKN I yang antara lain meliputi 

Kementerian Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan, Lembaga Sandi 

Negara, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasiaonal, Badan 

Nasional Penaggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Komnas Hak 

Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, 

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Badan Meteorology 

Klimatilogi Dan Geofisika, Dan Badan SAR Nasional. Kesebelas temuan 

akibat kelemahan Sistem Pengendalian Intern diantaranya penerapan Basis 

Akrual belum memadai, penetapan status asset tetapi belum tuntas, 

penatausahan persediaan belum memadai pemanfaat barang milik Negara 

belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolahan kas, penatausahaan piutang 

paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai 

(Agung Firman Sampurna, 2017). 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2015 ke 

pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelaporannya tersebut, BPKI 

6 



 xix 

menemukan enam permasalahan dalam pemeriksaan LKPP 2015. Ketuan BKP 

mengatakan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) , atau 

sama dengan opini LKPP 2014. Menurutnya enam permasalahan yang 

ditemukan BPK tersebut yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. 

Permasalah tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintah, kelemahan  sistem pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan (Hary 

Azhar Azis, 2016) 

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I 

(IHPS I) tahun 2018, dari hasil pengawasan atas kualitas laporan keuangan 

daerah tahun 2017 menunjukan bahwa telah terjadinya peningkatan kualitas 

laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Perkembangn opini LKPD 

selengkapnya selama 5 tahun terahir dapat dilihat pada Gambar I.1 

Gambar I.1 

Opini LKPD Tahun 2013–2017  

Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah 

 

Ket: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 

 TW : Tidak Wajar 

 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 
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 WDP : Wajar Dengan Pengecualian 

 TMP : Tidak Menyatakan Pandapat 

 Sumber: bpk.go.id,2018 

  

  Gambar I.1 tersebut terlihat kenaikan opini dari tahun 2016 terjadi 

pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, pencapaian opini WTP 

bertambah dari 31 LKPD (91%) menjadi 33 LKPD (97%). Begitu pula untuk 

pemerintah kabupaten yang bertambah dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 

(72%), dan pada pemerintah kota dari 72 LKPD (77%) manjadi 80 LKPD 

(86%). Dari 542 LKPD tahun 2017 yang diperiksa BPK, sebanyak 131 LKPD 

memperolah opini WTP , yaitu 113 WDP dan 18 TMP. 

Tabel I.2 

Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dan 

Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2016-2017 

 

Permasalahan Jumlah 

permasalahan 

Nilai (Rp 

Miliar) 

Pemerintah 

Daerah 

Ketidakpatuhan Terhadap 

Perundang-undangan 

   

Kelebihan pembayaran atas 

kekurangan volume atas 

pekerjaaan pemeliharaan jalan, 

irigasi dan jaringan  senilai 

Rp4,40 miliar, dan pekerjaan 

pembangunan Jembatan Musi VI 

Kota Palembang senilai Rp4,12 

miliar  

2 8,52 Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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Permasalahan Jumlah 

Masalah 

Nilai (Rp 

Miliar) 

Pemerintah 

Daerah 

Kekurangan volume atas paket 

pekerjaan fisik, antara lain pada 

pekerjaan pembangunan dan 

peningkatan jalan 

 

- 

5,07 Provinsi 

Sumatera Selatan 

Denda keterlambatan senilai 

Rp7,51 miliar belum dikenakan, 

yaitu atas pekerjaan: 

1) Pembangunan 

Gedung PAM OBVIT Polda 

Sumatera Selatan dan 

pembangunan Gedung 

Mapolres Kabupaten Empat 

Lawang senilai Rp929,90 

juta. 

2) Peningkatan dan 

pembangunan jalan modal 

pada Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Tata Ruang, 

serta pembangunan rumah 

sakit dan pembangunan 

interior RSUD pada Dinas 

Kesehatan senilai Rp6,58 

miliar. 
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7,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemprov 

Sumatera Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelamahan SPI    

Proses penyusunan laporan tidak 

sesuai dengan ketentuan, antara 

lain: 

1) Penyimpanan barang 

pada OPD tidak didukung 

dengan kartu stok barang 

sehingga persiadaan yang 

dilaporkan pada akhir tahun 

hanya sesuai dengan hasil 

stock opname sisa persediaan 

yang ada. 

2) Rekonsiliasi nilai 

aset tetap antara bidang aset 

dan bidang akuntansi badan 

pengelolahan keuangan san 

aset daerah (BPKAD) tidak 

dilakukan. 

3) Penyertaan modal 

dengan kepemilikan 100% 

tidak didukung dengan 

laporan keuangan sejak 

tahun 2014-2017. 
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 Sumber : Ikhtisal Hasil Pemeriksaan, 2019 
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  Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) untuk keempat kalinya 

mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolahan 

keuangan 2017. Meskipun telah 4 kali meraih opini WTP, tetapi masih ada 

permasalahan diantaranya pengelolahan aset belum mamadai, kekurangan 

volume belanja modal, laporan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan. 

(Dr Agus Jiko Pramono, 2018) 

  Mengungkap bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut 

adalah wujud komitmen BPK untuk memenuhi amanat dari empat undang – 

undang yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang pembendaharaan Negara, dan UU 

no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolahan dan tanggung jawab 

keuangan Negara, serta UU no. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan 

keuangan. Keempat Undang – Undang tersebut mengharuskan BPK untuk 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaanya kepada lembaga perwakilan, 

dalam hal ini DPRD serta Gubernur/Bupati dan Walikota. Namun dalam 

pemeriksaan “masih terdapatnya temuan penatausahaan dan pengelolahan aset 

tetapi pemerintah daerah belum memadaing sampai dengan penerapan akrual 

basis belum diselesaikan, kebijakan kepala daerah terkait akrual basis 

terlambat disusun atau disusun  secara tepat (terkait kebujakan penyisihan 

piutang, penyususnan, persediaan, amortisasi, dll) pemahaman yang masih 

belum memadai atas penerapan akrual basis yang berdampak kesalahan atas 

dalam melakukan analisis transaksi dan mengakibatkan kesalahan dalam 

penyajian laporan keuangan, kesiapan SIMDA BPKP atau SIPKD atau sistem 

informasi akuntansi akrual belum sempurna (I Gede Kastawa, 2016) 
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  Palembang juga tergolong masuk kategori yang bagus, karena meraih 

4 kali WTP (wajar tanpa pengecualian) dan itu harus dipertahankan. Ucapnya 

dihadapan anggota DPRD, camat, lurah, dan kepala dinas di lingkungan 

pemeritah kota Palembang. Badan pemeriksaan keuangan lanjutnya, masih 

menemukan berbagai permasalahan seperti Pengelolahan Kas, Pengelolahan 

Piutang, Pengelolahan Asset Tetap, Pengelolahan Pendapatan, Dan 

Pengelolahan Belanja Pegawai. Ia juga menjelaskan bahwa masih menemukan 

asset tetap yang dicatat secara gabung dan tidak menemukan keberadaannya 

dan dikuasai pihak lain (Isma Yatun, 2018) 

  Rapat paripurna, Dewan Perewakilan Rakyat Kota Palembang 

menyatakan bahwa  ketidaknyamanan wakil rakyat atas kinerja Organisasi 

Perangakat Darah (OPD) dilingkuangan pemerintah kota Palembang yang 

dianggap tidak Maksimal. Bahkan komisi I mengatakan bahwa saat ini masih 

ada program OPD pemerintah kota Palembang yang belum berjalan. Karena 

masih banyak OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah 

dilaksanakan atau yang telah dianggarkan. Bahkan Sumber Daya Manusia 

dalam pengelolahan penyaluran dana desa dinilai masih kurang, penyaluran 

dana desa dilakukan sejak Februari lalu namun hingga 21 Mei 2018 ini 

realisasinya baru 85,65 persen yang sudah masuk ke kas desa untuk tahap 

pertama. Sementara sisanya masih berada direkening kas pemerintah daerah 

(Fauzi Achmad, 2017) 

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera 

Selatan (Sumsel) mengungkap bahwa pengawasan dan pembinaan dana desa 
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dibawah pengawasan pemerintah daerah (Pemda) yang dalam hal ini camat 

dinilai belum efektif. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini meliputi dari 

pendidikan  kemudian kesehatan dan berikutnya dana desa, dari kesimpulan 

yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sepenuhnya belum efektif. 

Bisa disebabkan akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) beserta 

kompetensi yang kurang dan diikutiny saran prasarana (Maman Abdul 

Rachman, 2019) 

Penelitian sebelumnya yang oleh Ahmad (2016) dengan Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  

kabupaten lamongan. Nilai signifikan 0,000 memiliki hubungn yang positif 

antar variabel dengan pengaruh presentase sebesar 95%, dimana pengaruh 

hubungan tersebut dinyatakan kuat antara variabel sistem pengendalian intern 

terhadap terhadap kualitas laporan keuangan, hanya 5% variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putriasari (2017) dengan hasil 

penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, penerapan standar 

akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap  kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah DIY, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah DIY.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Freddie (2016) dengan hasil 

penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, 
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peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh koefisien determinasi 

60.6% maka hal ini menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia perangkat pendukung, peran auditor internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah cukup erat. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tuti (2014) dengan hasil 

penelitiannya bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan  secara 

simultan. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak 

signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengena kompetensi sumber 

daya manusia, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan 

merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah (survai pada organisasi perangkat daerah 

provinsi sumatera selatan)”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat di 

identifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan pemerintah.? 

2. Seberapa besar Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 

2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.  

 

F. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kompetensi sumber 

daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan  kualitas 

laporan keuangan. 
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2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan bagi organisasi perangkat daerah akan pentingnya sumber 

daya manusia yang kompeten serta sistem pengendalian intern 

pemerintah yang memadai sehingga akan mudah dalam melaksanakan 

tugasnya.   

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai 

bahan penelitian sebelumnya 
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